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BUPATI LAMPUNG TENGAH 
PROVINSI LAMPUNG 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

NOMOR  03  TAHUN 2019 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 03 TAHUN 2011  

TENTANG PAJAK AIR TANAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LAMPUNG TENGAH, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 188.34 – 6324 Tahun 2016 
tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2011 tentang 

Pajak Air Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Tengah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah 
tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf  a  di atas, perlu 
menetapkan  Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 
Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 4 Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 1821);  

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3987);  
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4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4189);  

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286) ; 

6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan 

Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5179); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

310);  

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);  

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 

Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 03, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah 

Nomor 02);  

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

 
dan 

 

BUPATI LAMPUNG TENGAH 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 
NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Tengah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02) diubah 
sebagai berikut : 

1. Ketentuan angka 1, 2, 4, 5, 6, 13, 16 dan angka 22 Pasal 1 diubah, 
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati  sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 
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berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan 
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung 
Tengah. 

6. Dihapus. 

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi 

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 

9. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan / atau 

pemanfaatan air tanah.  

10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau 

batuan dibawah permukaan tanah. 

11. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang 

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 

negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap.  

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai 

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau 

jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling 
lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak 

untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang 
terutang, 

14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu 

saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian 
Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. 

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan 

besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak 
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 
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16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah 

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 
ditunjuk oleh Bupati. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak yang terutang. 

18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, 
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi 

administratif berupa bunga dan / atau denda. 

19. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan 
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi 

keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan 
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang 
atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan 

berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak 
tersebut. 

20. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 

daerah. 

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterangan dan / atau bukti yang dilaksanakan 
secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standart 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan daerah dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

22. Pemungut Pajak adalah dinas/instansi yang diberi kewenangan 
untuk melakukan pemungutan pajak yang dalam hal ini adalah 

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 
Lampung Tengah. 

23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang 
khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 

24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS 
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan 
pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-

Undang untuk melakukan penyidikan. 

25. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang 

terjadi serta menemukan tersangkanya. 
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2. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 6 
 

(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah. 

(2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan 

mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor 
berikut:  

a. jenis sumber air; 

b. lokasi sumber air; 

c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 

d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 

e. kualitas air; 

f. musim pengambilan atau pemanfaatan air; dan 

g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 
pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah. 

(3) Besarnya   nilai    perolehan   air tanah  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang 

ditetapkan oleh Gubernur. 

 

3.   Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga pasal 29 berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 29 

Setiap orang atau badan yang : 

a. melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah 
tetapi tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 dan Pasal 5 dan/atau; 

b. melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan  Pasal 26  ayat (2)  

     dalam Peraturan Daerah ini 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan 
dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh 

Juta Rupiah). 
 

4.  Ketentuan Pasal 30 dihapus.  
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

NOMOR   03  TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 03 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK AIR TANAH 

 

 
 
 

I.  UMUM 

Dengan  ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah beberapa kewenangan Pemerintah Kabupaten beralih ke 

Pemerintah Propinsi diantaranya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah. Terkait 

hal tersebut sebagian pasal dari Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang 

Pajak Air Tanah telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6324 Tahun 2016 tentang Pembatalan 

Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 

Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, sebagai tindak lanjut dari pembatalan 

tersebut, perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak 

Air Tanah.   

 

II. PASAL DEMI PASAL. 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 34 

 

 


